
 
 
 
 
 
 

WALIKOTA SUNGAI PENUH 
PROVINSI JAMBI 

 

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH 
NOMOR 22 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH 

NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SUNGAI PENUH, 
 

Menimbang : a. bahwa penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 
Bidang Pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam 
Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 62 Tahun 
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 
2017 perlu disesuaikan dengan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang 
Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 
Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 
tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Bidang 
Pendidikan Tahun 2017; 

  b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2017, ketentuan Lampiran III 
dinyatakan apabila Peraturan Presiden Mengenai 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai Alokasi DAK Tahun 2017 diterbitkan setelah 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan 
maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi 
DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan 
Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017; 



  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sungai 
Penuh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai 
Penuh Tahun Anggaran 2017; 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor  5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4871); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
 

  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 
Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Fisik; 
 



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 21 
Tahun 2011  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 
 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
 

  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang 
Petunjuk Operasional Dana Alokasi Bidang Pendidikan 
Tahun Anggaran 2017; 
 

  12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 
2013 Nomor 4); 
 

  13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai 
Penuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota 
Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 12); 
 

  14. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Berita 
Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 62; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA 
SUNGAI PENUH NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2017. 

 

 

 



Pasal I 
 

Ketentuan Lampiran Ia dan II Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai 
Penuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 
2016 Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 
Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 12), diubah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 
 

Pasal  II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai 
Penuh. 
 
 

Ditetapkan di Sungai Penuh 
pada tanggal 10 Agustus 2017 

 

WALIKOTA SUNGAI PENUH, 
 
 ttd 

 
   H. ASAFRI JAYA BAKRI 

 
 
 
Diundangkan di Sungai Penuh 
pada tanggal 10 Agustus 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SUNGAI PENUH, 
 
 
 
 
PUSRI AMSYI 
 
            
 
BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 22 


